
GT]BERIYIJR LAMPIING
KEPUTUSAN GUBERITT'R LITMPUNG
NoMoR: c/ ?ft$ /vt.o2tlflltv202.2

TEI{TAITG

PEITEf,APAN STATUS PEI{(XiT'!TAAN BARAIYG MILIK PETERIITTAII
PROVINSI LAMPIIITG PADA DIITAS SOSIAL PROVIISI I,ADIPTII{G

GT'BERIIT'R LI\.MPUI{G,

Menimbang

vMengingat

Memperhatikan

Menetapkan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan
Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik
Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Sosial Provinsi
la.mpung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

l Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi l^ampung perihal
Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Nomor : 900/351/V.07/B.V/2022 tanggal O7 Maret
2022;

2. Berita Acara Mutasi Barang Daerah Nomor :
BAST/ 105.a/V.03. 1/MUTASI/2O18, tanggal 3l Desember
2018;

MEMUTUSIIAIY:

KEPUTUSAIT GI'BERITT'R TEIYTAITG PEI{ETA.PAN STATUS
PEITGGTIIYAAIT BARAI{G MILIK PEMERIITTAII PROVINSI
L/IUPT'NG PA.DA DIITAS SOSIAL PROVINSI LAMPT'NG.

KESATU Menetapkan Status penggunaan Barang Milik pemerintah
Provinsi l.ampung pada Dinas Sosial provin-=si la.mpung, dengan
g-"fa"r rincian sebagaimana tercantum dalam f_ampiian
Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi l,ampung pada Dinas Sosial Provinsi l,ampung
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang
milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat
Daerah selaku pengguna barang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua
dapat melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang wajib melakukan
monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang
milik daerah.

Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah
dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal \1- 1^
GT'BERIN,IR LAUPTIIIG,

2022

ARINAL DJUI{AIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukb€tung;
2. Inspekhrr Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

v 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Laarpung di Telukbetung
4. Kepala Dinas Cipta Kar5ra dan PSDA Provinsi La.mpung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi LaEpung di Telulbetung;
6, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi La-mpung di Telukbetung;
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